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ABSTRAK

Pendaftarn tanah merupakan hal yang penting terkait tujuan pendaftaran
tanah tersebut untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
masyarakat dan memberikan informasi untuk mengetahui status tanah baik data
fisik maupun data yuridisnya. Adapun salah satu dari pendaftaran tanah tersebut
yaitu pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peningkatan terhadap pendaftaran
tanah secara sporadik sangat diharapkan karena masih banyak tanah yang ada di
Indonesia yang belum memiliki sertifikat. Melalui pendaftaran tanah secara secara
sporadik, dapat memberikan jaminan berupa penerbitan sertifikat terhadap
pemegang hak atas tanah. Kemudian hal yang menarik penyusun untuk
mengetahui apakah pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik sudah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam penyusunannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian
lapangan (field research) dengan lokasi penelitian di Kantor Pertanahan
Kabupaten Pati. Sifat penelitiannya menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu
memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala
lainnya. Sedangkan pendekatan yang dugunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis
empiris dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data
yang diperoleh di lapangan (data perimer). Teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu metode lapangan dan studi pustaka. Adapun analisis data dengan
menggunakan metode analisis data pendekatan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka
dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Pati
sudah sesuai dengan prosedur dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 197 tentang Pendaftaran Tanah. Tetapi masih terdapat kendala dalam
pelaksanaannya seperti animo masyarakat yang kurang karena jarak antara Kantor
Pertanahan Kabupaten Pati dengan tempat tinggal pemohon yang jauh, kurangnya
kesadaran masyarakat untuk mendaftarakan tanahnya disebabkan belum mengerti
tujuan dari pendaftaran tanah, pemohon tidak mendaftarkan tanahnya sendiri dan
lebih memilih menggunakan jasa orang lain untuk mendaftarkan tanahnya dan
terbatasnya SDM yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sehingga
berakibat pada terbatasnya pendaftaran tanah yang dapat diselesaikan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia pada dasarnya erat kaitannya dengan tanah. Sejak

awal dilahirkan sampai pada akhirnya meninggal dunia, manusia selalu

bersinggungan dan tidak terlepas dari tanah. Hal tersebut membuktikan bahwa

tanah menjadi sumber kehidupan bagi semua orang.

Berkaitan dengan hal tersebut Negara Indonesia yang memiliki daratan

cukup luas, sangat penting untuk mengetahui dan mengatur kepemilikan tanah.

Status setiap jengkal tanah harus jelas karena menyangkut perlindungan dan

kepastian hukum. Kejelasan status tanah tersebut dimaksudkan agar mencegah

terjadinya permasalahan di bidang pertanahan.

Keberadaan tanah yang terbatas berbanding terbalik dengan populasi

manusia yang selalu bertambah membuat bidang pertanahan sangat rawan

terjadi permasalahan. Penerapan hukum di Negara Indonesia dalam bidang

pertanahan sangat penting guna menjamin kepastian hukum yang dimiliki

setiap warga Negara Indonesia. Jadi sangat penting upaya untuk mendaftarkan

tanah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak milik atas tanah.

Hukum Agraria Indonesia bertujuan untuk mencapai sebesar-besar

kemakmuran rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yaitu:
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Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang lahir

berdasarkan pasal tersebut mengatur hubungan hukum antara Bangsa Indonesia

dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya. Hubungan hukum agraria antara negara sebagai organisasi

kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia adalah atas dasar hak menguasai.

Tujuan dari memberikan hak menguasai kepada negara ialah untuk mencapai

sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pendaftaran tanah menjadi kegiatan pemerintah yang diselenggarakan

guna melindungi kepentingan masyarakat terhadap status kepemilikan tanah.

Untuk mewujudkan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun pengertian pendaftaran tanah

menurut peraturan tersebut adalah:

Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur,
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukaan, dan penyajian serta
pemeliharan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah
yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta
hak-hak tertentu yang membebaninya.1

1 Pasal 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
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Sedangkan pengertian pendaftaran tanah secara sporadik menurut peraturan

tersebut yaitu:

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran
tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara
individual atau massal.

Masalah birokrasi dalam mekanisme pendaftaran tanah menjadi salah

satu kendala dalam proses pendaftaran tanah yang terjadi di hampir seluruh

wilayah nusantara. Apabila dalam sistem pendaftaran tanah terkait proses

mekanismenya berjalan lancar maka terdapat kemungkinan bahwa kegiatan

pendaftaran tanah akan berjalan lancar. Unsur pendaftaran tanah secara terue

menerus dan berkesinambungan akan dapat tercapai sehingga dapat

mewujudkan terjaminnya perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah.

Wilayah Kabupaten Pati dengan karakteristik terdiri dari 35

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai letak cukup strategis

karena dilewati oleh jalan nasional yang menghubungkan kota-kota besar di

pantai utara Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang dan Jakarta. Secara

geografis Kabupaten Pati terletak pada posisi 1100,15’ - 1110,15’ BT dan

60,25’ - 70,00’ LS, dengan luas wilayah sebesar 150.368 ha, terdiri dari 59.332

ha lahan sawah dan 91.036 ha lahan bukan sawah.2

Bidang tanah di Kabupaten Pati, yang belum bersertifikat jumlahnya

mencapai ratusan ribu. Karena keterbatasan SDM,  maka sertifikasi tanah di

2http://ppsp.nawasis,info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.pati/Bab&202&20
SEPTEMBER%205.pdf tanggal akses 3 Desember 2013 pukul 11.00 WIB.
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Kabupaten Pati, diperkirakan baru akan selesai dalam kurun waktu 48 tahun

mendatang. Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Pati menargetkan

setiap tahunnya mampu menyelesaikan tujuh ribu sertifikat. Sementara  jumlah

bidang tanah yang belum bersertifikat di Kabupaten Pati,  dari  670 ribu 440

bidang, hanya sekitar 31 % nya  yang baru bersertifikat.  Sehingga untuk

menyelesaikan sisa bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut, dibutuhkan

waktu selama 48 tahun. Kini sisa bidang tanah di Kabupaten Pati, yang harus

segera selesai sertifikatnya  atau yang masih dalam proses, jumlahnya masih

mencapai lebih dari 320 ribu 391 bidang.3 Hal tersebut berdasarkan data pada

tahun 2008. Berdasarkan karakteristik di Kabupaten Pati tersebut maka

penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai pendaftaran

tanah sebagai bahan penyusunan skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan di atas

maka untuk membangun penelitian ini penyusun merumuskan permasalahan

pokok:

1. Apakah pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Pati Jawa Tengah

sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah ?

2. Apa kendala-kendala dalam pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten

Pati Jawa Tengah ?

3 http://pasfmpati.wordpress.com/2008/11/01/penyelesaian-sertifikat-tanah-di-kabupaten-
pati-akan-selesai-selama-48-tahun tanggal akses 20 Desember 2013 pukul 10.00 WIB.
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C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan sebagaimana yang diungkapkan tersebut

di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten

Pati Jawa Tengah.

2. Mengetahui kendala-kendala dalam pendaftaran tanah secara sporadik di

Kabupaten Pati Jawa Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis :

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran berupa gagasan dan informasi terhadap perkembangan hukum

khususnya hukum agraria.

b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan terhadap

kajian-kajian hukum.

c. Sebagai salah satu acuan kepustakaan hukum agraria terutama terkait

pendaftaran tanah.

2. Secara Praktis :

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan

dan pertimbangan terhadap pelaksanaan dan perkembangan pendaftaran

tanah di masa yang akan datang.

b. Dapat dijadikan sumber referensi bagi penyusun lain apabila melakukan

penelitian tentang pendaftaran tanah.
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E. Telaah Pustaka

Penyusun menyadari bahwa penelitian tentang pendaftaran tanah ini

bukanlah yang pertama kali. Sudah ada penelitian yang dilakukan terkait

pendaftaran tanah ini. Penelitian tentang pendaftaran tanah menarik untuk

dikaji karena menyangkut bidang pertanahan yang rawan terjadi

persengketaan. Status kepemilikan hak atas tanah harus jelas guna menghindari

permasalahan yang timbul di masa yang akan datang.

Penelitian yang ditulis oleh Anwar Anang Zulfikar, mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Jember dengan judul “Analisis Yuridis Proses Pendaftaran

Tanah Secara Sistematik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah (Studi di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”.

Dalam penelitian pada tahun 2011 tersebut penyusun berusaha

menggambarkan proses pendaftaran tanah secara sistematik dalam rangka

mendapatkan sertifikat sebagai pembuktian pemegang hak atas tanah.4

Penelitian ini hanya berfokus pada pendaftaran tanah yang bersifat sistematik

dengan penelitian di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten

Jember.

Selanjutnya penelitian oleh Hadi Santoso, mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Problematika dalam

Proses Pendaftaran Tanah secara Sistematik (Studi di Kecamatan Dolopo

4 Anwar Anang Zulfikar, “Analisis Yuridis Proses Pendaftaran Tanah Secara Sistematik
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten
Jember)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, (2011).
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Kabupaten Madiun)”. Penelitian pada tahun 2006 tersebut mengenai

implementasi proses Pendaftaran Tanah secara Sistematik di Kecamatan

Dolopo Kabupaten Madiun.5 Penelitian ini hanya mengenai pendaftaran tanah

secara sistematik.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Syarie Tri Anggraeni, mahasiswi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan judul “Pelaksanaan

Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah untuk Kepastian Hukum Melalui Proyek

Operasi Nasional Agraria (Studi di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan

Sukun Kota Malang)”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008 terkait analisis

proses pendaftaran tanah melalui Proyek Operasi Naional Agraria dan juga

untuk mengetahui hambatan dalam melaksanakan proyek tersebut.6 Penelitian

tersebut hanya terkait kebijakan pendaftaran tanah secara sistematik melalui

proyek operasi nasional agraria.

Tesis yang disusun oleh Siti Prihatin Yulianti, Program Pascasarjana

Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008

yang berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Dan Pengaruhnya

Terhadap Tertib Pertanahan (Studi Di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat)”.

Yulianti dalam penelitiannya meneliti tentang tata cara pendaftaran tanah

secara sistematik dan pengaruhnya terhadap tertib pertanahan dengan

5 Hadi Santoso, “Problematika dalam Proses Pendaftaran Tanah secara Sistematik (Studi
di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah, Malang, (2006).

6 Syarie Tri Anggraeni, “Pelaksanaan Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah untuk Kepastian
Hukum Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Studi di Kelurahan Bandungrejosari,
Kecamatan Sukun Kota Malang)”, Skripsi, Fakultas Hukum , Universitas Brawijaya, Malang,
(2008).
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penelitian di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat.7 Tesis tersebut hanya terkait

pendaftaran tanah secara sistematik dan pengaruhnya terhadap tertib

pertanahan.

Tesis yang disusun oleh Ayub Firstnanda Untoro, Program Pascasarjana

Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2009

dengan judul “Tinjauan Kritis Tentang Pendaftaran Tanah Sistematik Melalui

Land Management and Policy Development Program di Kecamatan

Balapulang Kabupaten Tegal”. Penelitian ini menyangkut tentang proses

pendaftaran tanah sistematik melalui LMPDP dan hambatan dalam proses

pendaftaran tanah tersebut serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.8

Tesis tersebut hanya terkait kebijakan pendaftaran tanah secara sistematik

melalui LMPDP.

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dianalisis, penelitian tersebut

belum mencakup pendaftaran tanah secara sporadik. Proses pendaftaran tanah

tidak hanya secara sistematik tetapi juga secara sporadik menjadi menarik

untuk ditelaah Penyusun juga memberikan jaminan bahwa penelitian ini masih

baru dan tidak ada plagiat dalam pembuatannya.

7 Vitra Rahmawati, “Praktek Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara
Sporadik Di Kabupaten Tangerang”. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program
Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, (2010).

8 Ayub Firstnanda Untoro, “Tinjauan Kritis Tentang Pendaftaran Tanah Sistematik
Melalui Land Management and Policy Development Program di Kecamatan Balapulang
Kabupaten Tegal”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas
Diponegoro, Semarang, (2009).
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F. Kerangka Teoretik

1. Negara Hukum

Gagasan awal tentang negara hukum telah dikemukakan oleh Plato,

ketika ia mengintroduksi konsep nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang di

buat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, politeia dan

politicos, belum muncul negara hukum. Dalam nomoi, Plato

mengungkapkan bahwa dalam penyelenggaraan negara yang baik adalah

didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato tentang negara

hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang

menuliskannya dalam politica. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik

adalah negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan

hukum.9 Menurut Aristoteles bahwa dengan memberikan tempat bagi

hukum untuk memerintah (hukum sebagai dasar kekuasaan) berarti telah

memberikan akal dan kecerdasan untuk memerintah. Dengan demikian

hukum layak mendapat kedaulatan tertinggi dan layak menjadi sumber

kekuasaan dalam suatu negara.

Konsep negara hukum tersebut juga dilaksanakan di Indonesia.

Hukum menjadi penegak keadilan dalam setiap aturan yang ditetapkan.

Penegakan hukum juga diterapkan dalam aturan pendaftaran tanah. Terkait

hal tersebut Negara Indonesia juga sudah menetapkan aturan tentang

pendaftaran tanah, tidak hanya tanah tetapi juga terkait seluruh bumi, air dan

ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Peraturan

9 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006),
hlm. 2.
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yang sudah ditetapkan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dalam aturan

tersebut juga sudah diatur terkait pendaftaran tanah yaitu pada Pasal 19 ayat

(1) yang berbunyi sebagai berikut :

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya aturan tersebut sangat penting dilakukan pendaftaran

tanah guna menjamin kepastian hukum. Hal ini mutlak dilakukan demi

memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemilik hak atas

tanah.

2. Hak Bangsa Indonesia

Dalam UUPA sudah dijelaskan tentang Hak Bangsa Indonesia yaitu

Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3). Hak Bangsa Indonesia merupakan hak

penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum Tanah Nasional, hal ini

juga menjadi sumber dari hak penguasaan atas tanah lainnya. Subyek atas

Hak Bangsa Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia dan meliputi seluruh

wilayah nusantara Indonesia. Negara dalam hal ini mendapat tugas

kewenangan untuk mengatur pengusaan tanah.

Hak Bangsa Indonesia merupakan sebuah hubungan hukum yang

bersifat abadi. Dalam hal ini berarti selama rakyat Indonesia yang bersatu

sebagai Bangsa Indonesia masih ada dan juga selama bumi, air dan ruang

angkasa Indonesia masih ada maka Hak Bangsa Indonesia tersebut juga

selalu ada tanpa ada yang dapat menyatakan sebaliknya.
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Hubungan Bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa

Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada

tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh

wilayah negara. Adapun hubungan bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa

Indonesia itu adalah hubungan yang bersifat abadi. Ini berarti bahwa selama

rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan

selama bumi, air dan ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, dalam

keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat

memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.

3. Hak Menguasai Negara atas Tanah

Apabila kita membahas terkait tanah maka tidak terlepas dari

pembahasan tentang negara. Pada dasarnya pemegang hak atas tanah adalah

negara itu sendiri dalam hal ini adalah Negara Indonesia. Dalam

kenyataannya jika diperluas lagi negara juga menguasai bumi, air, dan ruang

angkasa, termasuk segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Dengan kata lain setiap daerah dan pulau-pulau yang ada di Indonesia

tidaklah menjadi hak rakyat asli dari daerah tersebut melainkan menjadi hak

bangsa Indonesia. Hal ini juga menepis anggapan adanya tanah “tak

bertuan” karena semua tanah dan isinya dikuasai oleh negara.

Dalam hukum adat, hak ulayat adalah hak penguasaan tanah yang

tertinggi yang mengandung 2 (dua) unsur/aspek yaitu, hukum keperdataan

dan hukum publik. Mengandung unsur/aspek hukum keperdataan artinya

mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota atau
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warga masyarakatnya. Mengandung unsur/aspek hukum publik artinya,

mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin

penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan tanah bersama.10

Hak menguasai negara menurut UUD 1945 harus dilihat dalam

konteks hak dan kewajiban negara sebagai pemilik (domein) yang bersifat

publiehrechtelijk, bukan sebagai eigenaar yang bersifat privaaterechtlijk.

Makna dari pemahaman tersebut adalah negara memiliki kewenangan

sebagai pengatur, perencana, pelaksana dan sekaligus sebagai pengawas

pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.

Konsekuensi dari pemahaman tersebut maka memiliki kewajiban untuk:11

a. Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat

didalamnya (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;

b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam

atau di atas bumi dan air yang dapat dihasilkan secara langsung atau

dinikmati langsung oleh rakyat;

c. Mencegah segala tindakan dan pihak manapun yang akan menyebabkan

rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak yang terdapat

di dalam dan di atas bumi dan air.

10 Muhammad Bakri, Hak Menguasai  Tanah oleh Negara, (Yogyakarta: Citra Media,
2007), hlm. 40-41.

11 Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara atas Tanah, (Yogyakarta: Total  Media,
2009), hlm. 101-102.
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Hak menguasai negara yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945

termuat dalam ayat (2) yaitu:

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Selanjutnya pada ayat  (3) disebutkan:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

Dari pasal tersebut mengandung makna bahwa negara sebagai pemegang

kekuasan yang dengan kekuasaan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan

kehidupan rakyat. Tujuan dari sebesar-besar kemakmuran rakyat menjadi

tangung jawab dari negara sebagai konsekuensi atas hak menguasai negara

terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat ditarik suatu pengertian

tentang hak menguasai negara atas tanah menurut Pasal 33 UUD 1945  yaitu

sebagai kewenangan yang diberikan oleh bangsa kepada negara untuk

mengatur, mengurus dan mengawasi cabang-cabang produksi yang penting

bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, agar tercipta sebesar-besar

kemakmuran rakyat.12

4. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah

Dalam proses pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum hasil akhir dari proses tersebut adalah

12 Ibid., hlm.104.
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untuk menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti hak. Ketentuan umum

dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah dijelaskan tentang pengertian sertifikat yaitu:

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan
hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku
tanah yang bersangkutan.

Hasil akhir pendaftaran tanah berupa sertifikat sebagai tanda bukti hak atas

kepemilikan tanah menjadi alat pembuktian yang dimiliki setiap pemegang

hak atas tanah.

Sistem publikasi yang digunakan dalam penjelasan Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu sistem negatif yang mengandung

unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti dinyatakan dalam Pasal

19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2)

UUPA. Jadi, bukan sistem publikasi negatif yang murni. Juga tidak akan ada

pernyataan seperti dalam pasal-pasal UUPA tersebut, bahwa sertifikat

merupakan alat bukti yang kuat. Kuat tidak berarti mutlak, namun lebih dari

yang lemah sehingga pendaftaran berarti lebih menguatkan pembuktian

pemilikan, akan tetapi tidak mutlak, yang berarti pemilik terdaftar tidak

dilindungi hukum dan bisa digugat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan

peraturan tersebut. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sistem publikasi yang

dianut di Indonesia adalah sistem publikasi negatif, tetapi bukan negatif
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murni melainkan apa yang disebut sistem negatif yang mengandung unsur

positif.13

Salah satu bukti bahwa Indonesia menganut Sistem Publiksi Negatif

yaitu Putusan MA tanggal 18 September 1975 No. 459 K/Sip/1975

menentukan “Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah

yang berlaku di Indonesia, maka pendaftaran nama seseorang di dalam

register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila

ketidakabsolutannya dapat dibuktikan oleh pihak lain.14

Dalam proses pendaftaran tanah, setelah terbitnya sertifikat sebagai

tanda bukti hak maka dalam tahap tersebut menganut sistem publikasi

negatif. Berarti dalam hal ini selama 5 (lima) tahun setelah terbitnya

sertifikat tersebut boleh mengajukan keberatan secara tertulis terhadap

pemegang sertifikat tersebut dan Kepala Kantor Pertanahan yang

bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa

dirugikan terkait penerbitan sertifikat tersebut. Tetapi dalam jangka waktu 5

(lima) tahun setelah penerbitan sertifikat tersebut tidak ada yang

mengajukan keberatan karena tidak ada yang merasa dirugikan, maka dalam

hal ini sistem publikasi yang digunakan menjadi positif.

Stelsel negatif memang telah memunculkan dampak terhadap

kepastian hukum itu sendiri. Pemegang hak atas tanah yang dapat

membuktikan bukti-bukti yang sah akan dilindungi oleh hukum yang

13 Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika,
2009), hlm. 120-121.

14 Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 168.
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berlaku. Jangkauan kekuatan pembuktian sertifikat yang dinyatakan sebagai

alat pembuktian yang kuat oleh UUPA diberikan dengan syarat selama

belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang

dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik

dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan,

sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur

dan buku tanah yang bersangkutan, dan orang tidak dapat menuntut tanah

yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama

5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu orang yang merasa

memiliki tanah tidak mengajukan gugatan pada pengadilan, sedangkan

tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan

iktikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau

oleh badan hukum yang mendapat persetujuannya.15

Dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 diketahui bahwa objek pendaftaran tanah, yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  tersebut ternyata meliputi hak-hak atas

tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Dalam Pasal 9 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 objek pendaftaran tanah tersebut,

meliputi:

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Milik Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

b. Tanah hak pengelolaan

15 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 99.
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c. Tanah wakaf

d. Hak milik atas satuan rumah susun

e. Hak tanggungan

f. Tanah negara16

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field

research), dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Pertanahan

Kabupaten Pati. Penyusun berusaha mencari data langsung ke lapangan

guna mengetahui bagaimana implementasi pendaftaran tanah di Kabupaten

Pati, Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penyusun menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian

deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.17

3. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian

ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data

sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu yang

berkaitan dengan pendaftaran tanah.

16 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-hak atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2007),
hlm. 93.

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).
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4. Sumber Penelitian

a. Sumber Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden

baik melalui wawancara dan observasi yang berisi pertanyaan-pertanyaan

tentang pendaftaran tanah.

b. Sumber data sekunder yaitu  data yang diperoleh melalui bahan

pustaka.18 Dalam hal ini yang dimaksud bahan pustaka dapat dengan

membaca buku literatur-literatur, undang-undang, dokumen, jurnal dan

catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan masalah yang

dibahas. Adapun penggolongan data sekunder pada penelitian ini dibagi

menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria

c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah

d) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

18 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23.
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2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan

terhadap bahan hukum primer dalam penelitian ini bahan hukum

sekunder  adalah:

a) Hasil-hasil penelitian

b) Jurnal

c) Skripsi

d) Tesis

e) Buku-buku tentang pendaftaran tanah dan buku terkait lainnya

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder  dalam

penelitian ini yang di gunakan yaitu kamus hukum dan ensiklopedia

hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan metode

lapangan dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data merupakan usaha

untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian

yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid

(sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan

kenyataan).

a. Studi Lapangan (field research). Studi lapangan ini dimaksudkan yaitu

penyusun langsung melakukan penelitian pada lokasi yang telah

ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan

cara sebagai berikut:
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1) Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana

penyusun dengan mengamati kondisi/keadaan yang berkaitan dengan

penelitian.

2) Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (interview),

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan)

dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan).

3) Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan

teknik wawancara.

b. Studi Pustaka (library research), yaitu dengan membaca buku, majalah,

surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi

lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Metode

yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan

pendekatan deduktif. Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara

menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan

yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama berisi pendahuluan yang dapat memberikan petunjuk

terkait penelitian ini. Dalam bab ini penyusun memaparkan tentang latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
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telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini berisi pembahasan tentang pendaftaran tanah.

Dalam hal ini membahas definisi pendaftaran tanah, landasan yuridis

pendaftaran tanah, asas-asas pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, dan

sistem pendaftaran tanah.

Bab Ketiga, pada bab ini penyusun akan menjelaskan tentang

pendaftaran tanah di Kabupaten Pati. Pada sub pertama memaparkan geografis

dan demografi Kabupaten Pati, sub kedua menguraikan instansi yang terkait

pendaftaran tanah, sub ketiga menjelaskan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati,

dan sub terakhir tentang  pendaftaran tanah di Kabupaten Pati secara umum.

Bab Keempat, pada bab ini penyusun akan menguraikan tentang

analisis bagaimana pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Pati dan

kendala-kendala pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Pati.

Bab Kelima, pada bab ini penyusun akan memaparkan kesimpulan

sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran sebagai rekomendasi dari

penyusun terkait hasil penelitian.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor

Pertanahan Kabupaten Pati telah dilaksanakan sesuai prosedur ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menjadi tujuan dari proses

pendaftaran tanah secara sporadik sudah tercapai dengan terbitnya sertifikat

sebagai bukti hak atas tanah. Terlaksananya proses pendaftaran tanah juga

memberikan informasi terkait status tanah yang dimiliki oleh seseorang

menyangkut data fisik dan data yuridis.

2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pendaftaran tanah secara sporadik di

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sebagai berikut:

a. Jarak antara tempat tinggal pemohon dengan Kantor Pertanahan

Kabupaten Pati.

b. Kurang kesadaran dan pengetahuan pentingnya pendaftaran tanah.

c. Pemohon tidak mendaftarkan tanahnya sendiri.

d. Terbatasnya SDM yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan pada

bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang bertujuan untuk

meningkatkan pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Pati sebagai

berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Pati harus meningkatkan kinerjanya dalam

melayani masyarakat terkait pendaftaran tanah dan juga memberikan

informasi mengenai mudah dan lancarnya pendaftaran tanah secara sporadik

dan juga prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan dalam mengajukan

permohonan agar lebih menarik minat masyarakat untuk mendaftarkan

tanahnya.

2. Perlunya melakukan sosialisasi menyangkut pentingnya pendaftaran tanah

ke daerah-daerah yang dirasa perlu untuk mengadakan hal tersebut. Hal ini

diharapkan agar menimbulkan kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga

bersedia mendaftarkan tanahnya yang belum memiliki sertifikat. Menarik

minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya menjadi sangat penting

guna tercapainya proses pendaftaran tanah.

3. Kepada masyarakat yang menggunakan jasa orang lain dalam mendaftarkan

tanahnya supaya bersedia mendaftarkan tanahnya langsung ke Kantor

Pertanahan. Hal ini diharapkan dapat menekan biaya pengeluaran bagi

pemohon dan juga meniadakan pendaftaran tanah yang lama karena kurang

lengkapnya berkas permohonan.
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4. Kepada Kepala Kelurahan dan Kepala Kecamatan setempat supaya

membantu kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pati terutama dalam hal

kesiapan prasyarat-prasyarat dokumen permohonan. Dukungan dari kedua

instansi tersebut sangat penting guna meningkatkan proses pendaftaran

tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.
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Data Yang Dibutuhkan

1. Susunan organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berserta tugasnya.

2. Pendaftaran Tanah secara umum yang dapat dilakukan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Pati.

a. Persyaratan permohonan pendaftaran tanah.

b. Jangka waktu pendaftaran tanah.

c. Biaya pendaftaran tanah.

3. Instansi apa saja  yang terkait dalam proses pendaftaran tanah secara

umum dan bantuan apa yang diberikan terhadap proses pendaftaran tanah.

4. Pendaftaran tanah secara sporadik

a. Persyaratan permohonan pendaftaran tanah

b. Prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah secara lengkap sesuai Standar

Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Kantor Pertanahan Kab.Pati

c. Jangka waktu pendaftaran tanah setiap tahapan dalam proses tersebut

d. Biaya pendaftaran tanah

e. Kendala-kendala dan upaya penyelesainnya

5. Data jumlah bidang tanah yang sudah dan belum bersertifikat.

6. Data jumlah pendaftar tanah secara sporadik dari tahun 2011-2013.
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